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BUPATI OGAN ILIR 
PROVINS! SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR 
NOMOR 3, TAHUN 2024 

TENTANG 

PEDOMAN KODE KLASIFIKASI ARSIP 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI OGAN ILIR, 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan 
kearsipan secara komprehensif, Pemerintah Kabupaten 
perlu mendukung implementasi pengklasifikasian arsip 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten; 

b. bahwa berdasarkan Lampiran B Kode Klasifikasi Arsip di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode 
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten 
perlu menetapkan Kode Klasifikasi Arsip dengan 
Peraturan Bupati; 

c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan organisasi, peraturan perundang­
undangan, dan perkembangan teknologi komunikasi dan 
informasi, sehingga perlu diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kode 
Klasifikasi Arsip; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, 
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten 
Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara f 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Ta7an 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6905); 

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 5071); 

7 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5286); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaim? telah~ 
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diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 
tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
969); 

13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 
tentang Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 238); 

14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan 
Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 
Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 
Nomor 1); 

15. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas 
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ogan Ilir (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 30); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG 
KLASIFIKASI ARSIP. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

PEDOMAN 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir. 

KODE 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Ka bu paten 
Ogan Ilir. 

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir. 

r I 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan 
Daerah. 

5. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat 
LKD adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok 
dan fungsi di bidang kearsipan. 

6. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 
7. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 
diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 
lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 
organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 
pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara. 

8. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara 
berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi 
menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 

9 . Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal 
suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu 
menyusun tata letak identitas Arsip. 

10. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian 
dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan 
tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. 

11. Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu 
himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai 
dengan konteks kegiatannya sehingga menjadi satu berkas 
karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau 
kesamaan masalah dari suatu unit kerja. 

12. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah 
arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit 
pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak 
memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada 
lembaga kearsipan. 

13. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang 
wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. 

14. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA 
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka 
waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan 
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan 
suatu jenis arsip yang dimusnahkan, dinilai kembali, atau 
dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyusutan dan penyelamatan arsip. 

Pasal 2 

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman 
bagi Pencipta Arsip dalam penomoran surat, Pemberkasan dan 
penemuan kembali Arsip serta penyusunan jadwal Retensi 
Arsip. 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk 

;r 
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a. sebagai pedoman untuk menciptakan keseragaman dalam 
penggunaan kode klasifikasi arsip dalam keseluruhan 
proses pengelolaan arsip; 

b. terwujudnya sistem pengelolaan arsip secara terintegrasi 
sejak penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan hingga 
penyusutan arsip; 

c. mewujudkan tertib arsip sesuai dengan tugas dan fungsi 
kegiatan di pemerintah daerah; dan 

d. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan 
kembali arsip. 

BAB II 
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP 

PEMERINTAH KABUPATEN 

Pasal 4 

( 1) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi 
Pencipta Arsip meliputi: 
a. fungsi fasilitatif; dan 
b. fungsi substantif. 

(2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk 
administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan di 
unit kerja Perangkat Daerah. 

(3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi 
kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara 
Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain. 

(4) Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi berupa 
angka. 

(5) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
mempunyai kode, berfungsi sebagai dasar penomoran 
surat, Pemberkasan, penataan, penyusutan dan penemuan 
kembali Arsip. 

(6) Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
PENDANAAN 

Pasal 5 

Pendanaan pelaksanaan Klasifikasi Arsip di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten. 

BAB IV 
PENUTUP 

Pasal 6 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Klasifikasi 
Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Berita 
Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 65), dicabutp 
dan dinyatakan tidak berlaku. I I 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 

Diundangkan di Indralaya 
pada tanggal \1 ~u~ur- 2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN OGAN ILIR, 

dto. 

MUHSIN 

Ditetapkan di Indralaya 
pada tanggal I?- AquN.vr- 2024 

BUPATI OGAN ILIR, 

dto. 

PANCA WIJAYAAKBAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024 NOMOR 3 3 

Salinan sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KAB P~TEN OGAN ILIR, 

,.Si. 
PEMBINA .b 
NIP 197502172008012001 


